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: MENYELAMATKAN MIST SUCI ?EMBERANTASAN _' |
S  KORUPSI DI INDONESIA =
{SAVING THE SACRED MISSION IN THE INDONESMN
mRR UPTIGN ERADICTIORJ)

R A Ahsm Thohari™ :
{Naskah ditenma 16 / 8 / 20 10 d1setu3u1 4/ 10/ 2010}

_Per_;uangan melawa.n kompsx di Indonema adajah per_;uangan meiawan'-' '

i '..1nkon31sten31 Inkonsisténsi- penegakan hukum dan inkonsistensi = -

komitmen dukungan pohtlk menjadikan . agenda pemberantasan__
korupsi ‘di Indonesia hampir-mencapai titik paripurna kegagalannya..
Penegak hukum dan aktor-aktor politik yvang masih berkubang dengan

semangat menjadﬂ{an negara sebaga1 bagian dari komoditas yang bisa

ditransaksikan semakin menenggelamkan . agenda pemberantasan

_1«:0mps1 Di mata dunia internasional, kondisi korupsi Indonesia relatif

stagnan. Indeks Persepsi Korups1 (Corruptmn Perseptzon Index, CPI)

Indonesia ‘hanya meningkat 0,8 poin dari tahun 2004 ke tahun 2009
dan ‘dipastikapn ‘akan menurun pada tahun 2010 seiring dengan
penurunan kinerja Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) yang salah
satunya diakibatkan oleh skenario pelemahan KPK dari pihak-pihak
tertentu. Survei Political & Economic Risk Consultancy (PERC) masih
menempatkan Indonesia sebagai negara terkorup dari 12 (dua belas)
negara di Asia Pasifik. Terkait dengan hampir paripurnanya kegagalan
pemberantasan korupsi di Indonesia, ada baiknya digelorakan kembali
seputar komitmen penegak hukum dan aktor-aktor politik untuk lebih
menyadari bahwa korupsi adalah ancaman besar bagi prinsip-prinsip
demokrasi. Oleh karena itu, sebelum senjakala pemberantasan
korupsi itu benar-benar nyata membangun optimisme mutlak perlu
dilakukan. Bagaimana pun juga, perang melawan korupsi adalah misi
suci di negara yang sedang mengalami “darurat korupsi”ini. Meskipun
serangan balik koruptor terhadap KPK diperlihatkan baik secara
terselubu-&g maupun terang-terangan, namun semangat
pemberantasan korupsi tidak boleh padam. Salah satu pesan penting
yvang dikirimkan Komisi Pemberantasan Korupsi terkait perang
melawan korupsi adalah “Sebagai bangsa pejuang, kita tidak pernah
dan tidak boleh menyerah dalam perang melawan korupsi.”

Kata kunci: pemberantasan korupsi

Pegawai pada Direktorat Tata Negara Direktorat Jenderal Administrasi Hukum
Umum Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia; Dosen

FARTITAS HO RO " URIVETSitas "I TS 8, Jalarty) qan Peiil s iRl KomisT YU dsidar %
Reformasi Peradilan {Jakarta: Lembaga Studi dan Advokasi Masyarzkat/ELSAM, 2004).
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The stmggle against. comptwn in Indonesaa is the stmggle against
inconsistencies. Inconszstency of law enforcement and inconsistency of
polztzcal suppor’t commitment caused the agenda to eradicate corruption in
Indonesia almost reaching the point of complete failure, Law enforcement
and political actors who are still wallowing in the spirit of making the country
as part of a-commodity that .can be transacted increasingly drowned
corruption agenda. In international per_specﬁue, the condition of Indonesian
__corruption is relatively stagnant. Corruption Perceptions Index increased by
only 0.8 points Indonesian fromyear 2004 to year 2009 and will certamly'
.declzned in2010 due to lower perfonnance of the Conupnon Eradication
_ Commrss:on {KPK) whzch one of them caused by the weakening scenario of
KPK Jrom certain party. Survey of Political & Economic Risk Consultancy
(PERC) s still ranked Indonesia as the most corrupt country of the 12 el ve)
countries in the Asia Pacific region. Associated with almost complete favlutra X
of corruption eradication in Indonesia, it is worth revitalization about law
enforcement’s commitment and political actors to be more aware - that
corruption is a major threat to demoeratic principles. Therefore, before the
twilight of the eradication of corruption is reql, build optimism is absolutely
necessary. However, the war against corruption is a holy mission in the
country that are undergoing “emergency corruption” is. Despite.the
corruptors’fight back against KPK shown both covertly and overtly, butthe
spirit of combating corruption should not be extinguished. One important
message that is sent Corruption Eradication Commission related to the war
against corruption was “ As a patriotic nation, we have never and we must
never surrender in the war against corruption.”

Key word: corruption eradication

A. Pendahuluan

Perjuangan melawan korupsi di Indonesia adalah
perjuangan melawan inkonsistensi. Inkonsistensi penegakan
hukum dan inkonsistensi komitmen dukungan politik
menjadikan agenda pemberantasan korupsi di Indonesia
hampir mencapai titik paripurna kegagalannya. Penegak
hukum dan aktor-aktor politik yang masih berkubang dengan
semangat menjadikan negara sebagai bagian dari komoditas
yang bisa ditransaksikan semakin menenggelamkan agenda
pemberantasan korupsi.
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"""belas)' negara di- Asia’ Pasifik.?’

.Menyelamafl;an Mls;_Suc: Pemberanzasan.i{orup_é; i l_ﬁ;io_r:zes;a_ T

D1 mata duma mternasmnal kond131 komp51 Indones:.a_.
) _relat;.f stagnan indeks Persepsz Korupsi’ (Corruptton Perseptzon
-EIndex “CPI): Indonesm hanya menzngkat 0 8. pom ‘dari -
tahun 2004 ke tahun 2009 daﬁ d,lpasmkan akan menurun pada :
-=tahun 20 10 se1r1ng dengan penurunan kmer;a KOIIllSlE_:__
; ;Pemberantasan Korups:t (KPK) yang salah satunya dlaklbatkan_ :

oleh: skenano peiemahan KPK: dan p1hak plhak tertentu. Survel -
_ .-_-:Pohtzcal & Economic RlSk Consultancy (PERC) masﬂl o
. “men mpatkan Indones1a sebagal negara terkorup dan 12 (dua?' .

~Tidak mﬁngejutkaﬂ jika beberapa wakfu terakmr m1 :_'
Indonesm Corruptlon ‘Watch (ICW) ~menilai - bahwa
kecenderungan korup31 Semakm memngkat Dalam . catatan
2010 sebanyak 176 kasus d1 mana- sebanyak 441 orang
dltetapkan sebagai. tersangka dan'kerugian negara akibat
korupsi itu-sekitar Rp.2,1 triliun. Pada periode yang sama
tahun 2009 hanya ada 86 kasus korupsi yang disidik, 217
tersangka, dan kerugian negara sekitar Rp'1,17 triliun.? -

Meskipun tidak mengejutkan, statistik itu tetap terasa
sangat ironis, karena sudah 4 (empat) tahun Konvensi.
Perserikatan Bangsa-bangsa Menentang Korupsi (United
Nations'__Convention Against Corruption) disahkan dengan
Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2006 tentang Pengesahan
United Nations Convention Against Corruption, 2003 (Konvensi
Perserikatan Bangsa-Bangsa Antikorupsi, 2003}.* Tindakan
pengesahan konvensi tersebut didasari pemikiran bahwa
tindak pidana korupsi merupakan ancaman terhadap prinsip-
prinsip demokrasi yang menjunjung tinggi transparansi,
akuntabilitas, dan integritas, serta keamanan dan stabilitas

' Ahmad Arif, “Mencari Nahkoda di Tengah Badai”, Harian Kompas, edisi Senin, 9
Agustus 2010, him. 4.

2 Ibid.

3 AIK/ANAJTRA, “Tren Korupsi Kian Meningkeat”, Harian Kompas, edisi Hamis, S
Agustus 2010, hlm, 1.

+  Republik Indonesia, Undang-Undang tentang Pengesahan United Nations Convention

. . T . T, - -
.f’l_gu!.ibbL AT LI, LUATAUTIVETLIOL FerSerindicdt B(.ZTLH;DL 'LJMILHE:)LL FAFLLE IR (.SIJ [ ‘..UEIS},

Undang-Undang Nomor 7 Tzhun 2006, LN Nomor 32, TLN Nomor 4620.
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bangsa Indonesia. Oleh karena korupsi- merupakan. tindak
pidana-yang bers1fat Slstematlk dan merugikan pembangunan
berkelan_}utan sehmgga memerlukan langkah- langkah
pencegahan dan pemberantasan yang bersifat menyeluruh
_:;.;s1stematls dan berkesmambungan baik pada tingkat nasional
Jmaupun hngkat internasional. KPK mengakui bahwa’ konven31

:-'j;tersebut merupakan alat-yang sa_ngat penting untuk: men_}adi_

ukuran- ukuran pencegahan dan . pemndaka_n terhadap tmdak
'_..pzdana korup31 di Indones1a 5. : LT NOREEE :
' ‘Terkait dengan hamplr parlpurnanya kegagalan
“pemberantasan korupsi di Indonesia, ada baiknya digelorakan
kembali seputar komitmen penegak hukum dan aktor-aktor
politik untuk lebih menyadari bahwa korupsi adalah ancaman
besar bagi prinsip-prinsip demokrasi. Oleh karena itu, sebelum
senjakala pemberantasan-korupsi itu benar-benar nyata
membangun optimisme mutlak perlu dilakukan. Pesan Gary
Goodpaster sangat bermakna dalam konteks ini: “Only
Indonesians can overcome corruption in Indonesia. They will do so
if persuaded that they must.”®

B. - Korupsi sebagai Kejahatan Kalkulatif

Sebagaimana telah menjadi pengetahuan bersama,
korupsi tidak bisa hanya dilihat sebagai suatu tindakan yang
tidak bermoral (immoral) atau bertentangan dengan hukum
(illegal), tetapi juga harus diinsyafi sebagai sebuah kejahatan
di mana pelakunya selalu mempertimbangkan untung rugi
dalam melakukan aksinya (crime of calculation). Dengan nalar
semacam ini, pelaku sepenuhnya sadar akan hitungan
matematis berapa “modal awal” yang harus ditanggung untuk
menggerakkan agenda kejahatannya dan berapa “keuntungan”

® Corruption Eradication Commission The Republic of Indonesia, Identification. of
Gap between Luaws/Regulation of the Republic of Indonesia and the United Nations
Convention Against Corruption (Jakarta: Corruption Eradication Commission The
Republic of Indonesia, 2006), hlm. ii.

® Gary Goodpaster, “Reflections on Corruption in Indonesia® , Stealing from the People,
16 Studigs on Corruption in Indonesia, Book 4, Richard Hoiloway, {ed.} {Jakarta: Akksara

2002, him. 8.
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Menyeiamatkan stx Sum Pemberantasan Korupst l;li mcionesta: R

'yanb akan d1ra1h setelah keJ ahata_n dllakukan Kod_rat korups1 .
.'-sebagal crzme of calculatzon demlklan menyebabkan komp51 :

~.sebagai: ke_;ahatan sekahgus kemgman untuk memberantasnya_'_,
__Imemlhkl sifat: umversal ka.rena korupsz adalah kejahatan yang
'Ememang sudah mem111k1 s1fat jahat dalam: dmnya tanpa ada_-'__:.
peraturan pemndang~undangan yang mengkrmunahsamkannya;_ _

'aspel«: pentmg yang telah men_;adz kesadaran masyarakat_”'.
'_mternaswnal adalah- korups1 tidak: }.acrl merupakan masalah -
lokal, tetapi: merupakan fenomena internasional yang.
mempengaruhl seluru.h masyarakat dan. ekonon’u yang
menjadikan kerja sama 1nternas1onal untuk mencegah dan -
mengendalikannya sangat pentlng ‘Kehadiran konvensi .
tersebut-juga menandai d1maklumkannya korupsi sebagai
kejahatan luar biasa (extraord;nary crime); bahkan Konferensi -
Asosiasi Internasional Qtoritas Pemberantasan Korupsi
{International Association of Anti-Corruption Authorities), di Beijing,
25 Oktober 2006, telah menyepakati bahwa korupsi merupakan
kejahatan lintas negara (transnational crime). :

“Keberadaan Konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa
Antikorupsi, 2003 sangat istimewa, karena ia merupakan
instrumen -perang melawan korupsi-pertama yang mengikat
secara hukum dan bersifat global. Terkait hal ini, pengantar
buku Technical Guide to The United Nations Convention
Against Corruption yang diterbitkan oleh Perserikatan Bangsa-
Bangsa untuk Obat-obat Terlarang dan Ke;ahatan menjelaskan
sebagai berikut:

7 Perbedaaan antara main in se dan mala prohibita ini dapat didalami dalam Hans
Kelsen, General Theory of Law and State (New York: Russel & Russel, 1973), him. 51~
53. Kelsen menyatakan bahwa “In the traditional theory of eriminal law a distinction is

wederbetweerrniala-hrsewnd rabyprolibitey thot ts-vondacrwhicirisestt-ieigslf-ard
conduct which is evil only because it is prohibited by a positive social order,
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-+ The United Nations Convention against Corruption (UNCAC) is
~-the first global legally binding instrument in the fight against
e corruption. |t was adopted by General Assembly resolution 58/
o 4.0f 31 October 2003 and entered into force on 14 .December
© 2005. ‘In a remarkable demonstration of commitment and
Lo determination éf the international community, ‘to date ‘the
. Convention. has acquzred 122 . Parties. The. ©objectives of the'
e Conventlon are to promote and strengthen meastres to prevent .
L and combat corruptlon more -effi czenﬂy and-effectively;-to
- pro_mote, faczlztate_and Support international cooperation and
technical assistance ‘in the prevention of and fight against
- corruption, including in asset recovery; and to promote integri'ty,
- accountability, and proper management of public affairs and
- property. The Convention requires the establishment of a range
- of offences associated with corruption and devotes a separate
chapterto its prevention. k further attaches particular importance
- 'to strengthening international cooperation to combat corruption
and, in a major breakthrough includes innovative and far-
reaching provisions on asset recovery, as well as on techmcal
asszstance and zmplementatzon 8

Ada berbagai macam versi persepsi manusia terhadap
korupsi dan masing-masing memiliki varian tekanan vang
berbeda-beda satu sama lain. Akan tetapi, secara sederhana
korupsi pada umumnya didefinisikan sebagai penyalahgunaan
kewenangan untuk keuntungan pribadi {corruption is
operationally defined as the misuse of entrusted power for private
gain). Definisi ini masih terlalu umum, sehingga membutuhkan
penjelasan lebih lanjut. Dalam konteks ini, Robert Klitgaard,
Guru Besar Pembangunan dan Keamanan Internasional pada
The RAND Graduate School, Santa Monica, California, Amerika
Serikat, pernah memperkenalkan “Rumus Klitgaard”
{Klitgaard’s Formula} untuk menyederhanakan kompleksitas
korupsi dengan C= M + D - A (dibaca: Corruption equals Monopoly

Convention Against Corruption (New York: United Nations, 2009}, hlm. xviii.
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plus Dzscretzon mmus Accountabzlzty atau Korup31 sama dengan
- _Monopoh dztambah Kewenamgan dlkurang1 pertanggung« 2
] awaban) 9. Ilustram sederhananya adalah setlap aktivitas yang ::'.
dike ar 'tertentu yang mendoxmnasz p}.hak lam '

' menggejalﬁ spmemara kemnmgkman.;' untz..k tertangkap kecﬂ*_'
aLau kalau tertangkap pun. hukuman rmgan, maka orang akan :
Lermspr‘am dan terangsang untuk melakukan korupsi. -

_ Oleh karena .itu, dalam - pandangan Klltgaard "
memberantas korupsz harus dimulai dari titik . awal ‘berupa -
membangun sebuah sistem yang: meredukm monopoh'
kekuasaan, kewenangan penyelengga:ra negara harus jelas; .
transparansa harus dilakukan, dan. probabilitas tertangkapnya.
pelal{u korupm harus dlperbesar serta hukuman terhadapnya
harus diperberat.!! Hal ini_semakin mendesak dilakulkan
ketika korupsi telahh merambah ke dalam kultur politik yang
ditandai dengan praktik “the privatization of the siate” [privatisasi
atas negara) yang merujuk pada penggunaan aset, sumber
da_iné.,_maugun sumber daya negara untuk kepentingan pribadi
a{@u kelompok.'? Akibat dari praktik “the privatization of the state”
ity _'gdaiah dipersonalisasikannya negara pada pemimpin-
pemimpinnya, sehingga seolah-olah negara adalah miliknya
lengkap dengan segenap akses penggunaan kewenangan tenpa
pé_ﬂu merasa harus melakukan konfirmasi kepada siapa pun
dan masyarakat tidak perlu mendapatkan informasi memadai
atas apa pun yang dilakukan oleh pemimpin-pemimpinnya.

? Robert Hlitgaard, “International Cooperation Against Corruption”, Finance & Development,
March 1998, hlm. 4.

Y Ibid.
o Ibid.

12 ‘Dnh 1 Vl@g@&f“‘ ST Lowpl e T 'B;lﬁ o «@%% s p(‘f oo p T Y
Carter Center Conference Transparency for Growth in the Americas, May 3, 1999,
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- Salah satu dampak yang ‘hisa ditimbulkan oleh korupsi
adalah hadirnya rintangan terhadap berjalannya demokrasi
dan rule of law. Dalam sebuah sistem demokratis, pemermtah
kehﬂangan legitimasinya jika penyalahgunaan kewenangan
yang dimilikinya untuk keuntungan pribadi. Akuntabilitas
publik tidak bisa berjalan dengan baik dalam sistem yang penuh
dengan penyalahgunaan kewenangan Akuntabilitas pubhk
tidak bisa tegak tanpa adanya transparan51 13 Dengan besarnya
‘dampak yang ditimbulkan ‘oleh korupsi tersebut; sangat tepat.
salah ‘satu pernyataan Komisi Pemberantasan Korupsi bahwa
“Corruption not only violates humans’ rights to a prosperous society,
but ‘also damages national economic, social, and democratic
development” (Korupsi tidak hanya merampas hak rakyat untuk
hidup sejahtera, tapi juga merusak bangunan ekonomi, sos;.ai
dan demokrasi bangsa).'*

"Dalam kaitan ini, Antonio Maria Costa, Direktur
Eksekutif Kantor Perserikatan Bangsa-Bangsa untuk Obat-
obat Terlarang dan Kejahatan, mengilustrasikan mengenai
dampak yang ditimbulkan oleh korupsi ini sekaligus urgensi
pemberantasannya sebagai berikut:

“Fighting corruption has become more urgent than ever. As our
knowledge of the phenomenon expands, we realize the extent
of the harm it causes. Corruption impoverishes national
economies, undermines democratic institutions and the rule of
law, and facilitates the emergence of other threats to human
security, such as organized crime, trafficking in humans and
terrorism. For too long, the world has looked the other way
while corrupt elites looted their countries of hundreds of millions
and even billions of dollars, creating economic chaos and
depriving citizens of education, health services, basic
infrastructure and functioning public services. Even when good

13 World Bank, Combating Corruption in Indonesia, Erthancing Accountability for Development,
East Asia Poverty Reduction and Economic Management Unit, October 20, 2003,
him. xiii.

¥ Komisi Pemberantasan Korupsi Republik Indenesia, (a}, Optimalisasi Pelayanan

PUBHRPUDHC Sertices  Uptimizéd) (JaKama  Komisl Pemberantasan Kotups: Repu bhk
Indonesia, 2008), hlm. i
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: govemance is. restored or attamed ofﬁczals can spend years__'
sivior even decades attemptmg to retneve ﬁmds that are: oﬁen s
,-;cntzcally needed to repair the soaal and economzc damage done :
'Zby theu' comptpredecessors 215 : ol ;

i ""Komumen p011t1k un’mk tems menggelorakan semangat;-
.pemberaﬂtasan korupsa. hams tetap ‘hadir.. Khtgaard mencatatf'
ﬁ' :-:;bahwa Leuka' -omitmen penguasa terhadap pemberantasanf'.
“korupsi dlragukan "'apan yan: tersisa kini. hanya berada di-
::pundak masyarakat sipil yang kritis| ‘dan memiliki’ mtecrntas_f"f
' ’i‘anpa dua{ungan mabya*aﬁka 1p11 dan “16:1111:{1 integr ltaS
jangan pernah berrmmpl bisa menyelesalkan korupsz Menuru;'
Klitgaard, korupsi: lebih banyak terjadi di tempat: yang tidak
démokratis idan tidak' menyelenggarakan tata kelola'
pemermtahan yang balk Selain 1tu; korupm ‘biasanya marak '-
di-negara yang tak mermiliki- kebebasan pers; peran pemerintah
dalam ekonomi demikian luas, 'di tempat ‘perang dan kondisi
gawat darurat di. mana pegawau sipil yang berkualitas rendah
d1bayar murah, sektor swasta kurang ‘berperan ‘dan terjadi
monopoh serta aturan-aturan perekonomian tidak jelas.:® .:'ff'

Celakanya, dengan ukuran-ukuran tersebut, birokrasi
Indonesza masih cukup jauh untuk bisa dikatakan’ demokratis
dan jauh pula untuk bisa dikatakan telah menyelenggarakan
tata kelola pemerintahan yang baik. Oleh karena itu, beberapa
kasus korupsi yvang banyak diungkap oleh penegak hukum
tidak jarang melibatkan para birokrat baik di pusat maupun
di daerah, suatu kondisi yvang tidak konstruktif dan
bertentangan secara dimetral .dengan semangat reformasi
birgkrasi.. Singkatnyva, dua premis yang diajukan Kliigaard,
yvakni korupsi lebih banyak terjadi di tempat yang tidak
demokratis dan tidak menyelenggarakan tata kelola
pemerintahan yang baik, masih seperti menggantang asap jika
-melihat kondisi faktual birokrasi Indonesia.

* United Nations Cffice on Drugs and Crime, Compendium of International Legal

Frvstroments-ore-Sorraptivry-Bocond-Edidorr-(Hew-Pork-United-Watione 2005 ravs
1o ALK, “Kesadaran Lawan Korupst®, Harlan Kompas, edisi 24 November 2009, hlm. 2.
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C.... Memelihara Optimisme -

+ Sekadar kilas balik, salah satu produk hukum pertama
pascareforma& 1998 yang bersemangat pemberantasan korupsi
adalah Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Nomor XI/
MPR/1998 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan
Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme. Ketetapan tersebut
mengamanatkan pentingnya memfungsikan lemba'ga~
.:;lembaga negara-.secara proporsional dan tepat, sehingga
.=penyelenggaraa,n negara dapat berlangsung sesuai dengan_
Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945,
Ketetapan tersebut juga mengamanatkan bahwa untuk
menghindarkan praktik korupsi, kolusi, dan nepotisme, setiap
penyelenggara negara harus bersedia mengumumkan dan
diperiksa kekayaannya sebelum dan setelah menjabat.
Selanjutnya diamanatkan pula bahwa penindakan terhadap
pelaku korupsi, kolusi dan nepotisme harus dilakukan secara
tegas terhadap siapa pun juga.

‘Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang
Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Kolusi,
Korupsi, dan Nepotisme!” melanjutkan semangat ketetapan
tersebut. Undang-undang tersebut menjelaskan bahwa praktek
korupsi, kolusi, dan nepotisme tidak hanya dilakukan antar-
penyelenggara negara melainkan juga antara penyelenggara
negara dan pihak lain. Hal tersebut dapat merusak sendi-
sendi kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara
serta membahayakan eksistensi negara, sehingga diperlukan
landasan hukum untuk pencegahannya. Undang-Undang
Nomor 3 Tahun 1971 tentang Pemberantasan Tindak Pidana
Korupsi'® pun disempurnakan dengan Undang-Undang Nomor
20 Tahun 2001.% Penyempurnaan ini dimaksudkan untuk lebih

' Republik Indonesia, Undang-Undang tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan
Bebas dari Kolusi, Korupsi, dan Nepotisme, Undang-Undang Nomeor 28 Tahun 1999,
LN Nomor 75, TLN Nomor 33851,

'* Republik Indonesia, Undang-Undang Pemberantasan Tindak Fidana Korupsi, Undang-
Undang Nomor 3 Tahun 1971, LN Nomor 19, TLN Nomor 2958.

'* Republik Indonesia, Undang-Undang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 3 Tahun

TET I ety Pemberariusarr Tieduk Pl Korped Uwa s g U an e ST 20 T
2001, LN Nomer 134, TLN Nomor 4150.
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' men_;amm kepastzan hul{um menghmdarz keragaman
: 'penafszran hukum dan membenkan perhndungan terhadap:“
; _-hak hak sosml dan ekonomz masyarakat serta perlakuan
| secara adll dalam memberantas tindak. pidana korupsi.. -
I Sampal dengan akhu" tahun. 2002 pemberantasan Undak..
' _p1dana kOI‘LipSl belum dapat d11aksanakan secara’ optimal dan.-
_Iembaga pemermtah yang menanganz perkara tmdak pldana_,

S '_-".._korupm belum berfung31 secara_efektlf dan eﬁsmn Untuk...___

Pemberantasan deak P1dana Korupm (F’PK) KPK merupakan :
_1embaga negara yang bersﬁat 1ndependen yang dalam"
melaksanakan tugas dan kewenangannya bebas dari pengaruh'
kekuasaan mana pun Berdasarkan Pasal 6 Undang Undang'
Nomor 30 Tahun 2002 tugas KPK adalah meiakukan koordmas1
dan superv1s1 terhadap upaya pemberantasan korupm ya,ng
dilaltukan oleh Iembaga~1embaga yang berwenang, melakukan
penyehdlkan peny1d11{an dan penuntutan terhadap tmdak
pxdana korups:t melakukan ‘tindakan- tmdakan pencegahan
tmdak pldana korupm dan melakukan momtor terhadap
penyelenggaraan pemerlntahan negara. .
. Selain ada keberhasilan, ada pula pekerjaan rumah yang
harus d1selesa1kan KPK. Beberapa kendala yang dihadapi KPK
untuk meiakukan perba1kan sastem pemermtahan dan
pelayanan publik meliputi
{1} buruk dan tidak transparannya mekamsme dan prosedur
: pelayanm pubizk yang ada, sehingga membuat celah yang
sangat besar untuk melakukan korupsi; TV
(2) masih minim dan rendahnya tingkat pengawasan
termasuk penerapan hukuman yang tegas dan pasti bagi
para pelanggar. Hal ini membuat para pelanggar itu
~ merasa leluasa untuk mengulangi perbuatannya
_ sekaligus mendorong orang lain untuk mengikuti
~jejaknya;

20, Iotide, Tom.d 3 LTl A -
il T b s s

P z, L. ) ) P O TS |
xxxxxx TR LR BN T B AL UCE- D T LR Loy R U RS LEE A SRR LI Wy ¥ SR 2

Korupsi, Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002, LN Nomor 137, TLN Neomor 4250.
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(3) adanya _ tumpang -tindih peraturan yang dapat_
R membmgungkan dan’ penafsuan vang berbeda- beda,
bahkan ada peraturan yang Justru meﬂdorong orang untuk
: berperﬂaku koruptlf E : :
{4} "---:masﬂl maraknya rangkap Jabatan yang dapat' :
-".-%'.Jabatan 21 _ o _
. -"-Kendala lam adalah dl_ sampmg keterbaiasan Jumlah
sumber daya manu31__ di KPK untuk menjangkau selﬂruhf-"'
'Wl}.ayah Indonesza yan.g dermklan luas ini, terdapat pula'
kendala lam‘lya yang be1s:tfat ekswrnal sepertz keengganan
sebaglan penyeienggara negara untuk berkomltmen
melakukan perubahan dan ' pemberantasan korupm
d1karenakan ‘kondisi saat ini yang telah membuat dirinya
nyaman Perbeukan szstem 3ustru dztanggapa dengan res1stens1'
tinggi karena dlanggap akan mengach ancaman dan gang guan
bagl d1r1nya ya;ng telah berada dl comforf zone, 22 '

plhak pihak tertentu yang berada dalam cemfort zone telah
berkomitmen untuk melakukan perbaikan sistem dan
pencegahan korupsi, ternyata hanya pada tataran teori. Masih
banyak dijumpai pihak—plhak yang telah menyatakan diri untuk
*nela,kukan perbaikan dan perubahan enggan untuk
meiaksanakannya dalam bentuk tindakan konkret. Selain itu,
upaya pemberantasan korupsi yang dilakukan KPK,
mendapatkan resistensi dari berbagai pihak dan membangkitkan
s"e"g'elintir orang untuk berupaya mempreteli kewenangan,
bahkan mengusulkan agar KPK dibubarkan.? _
Menghadap1 semua kendala dan tantangan tersebut,
-~ KPK sebagai pelaksana undang-undang diharapkan tetap
konsisten dan fokus pada jalur yang telah ditetapkan, yakni
melaksanakan pemberantasan korupsi dengan proporsional dan
profesional. Sebagaimana terbaca dalam buku Optimalisasi
Pelayanan Publik, KPK telah menyadari bahwa mengubah

“t Komisi Pemberantasan Korupsi Republik Indonesia, (8, op.cit., hlm. 16.

G ¥t bt €4 €3 Wl -

28 Ibid., hlm. 20,
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Menyeiamatkan M;st Suct, Pemberantasan imrupsx d:lndonesla o

. perﬂaku manu31a dan s1stem yang korup tldaklah semudah

' _Zmembahkkan telapak tanwan Akan tetap1 ada keyakman kuat_
| 'bahwa dengan kesungguhan dan upaya yang terus-menerus

tanpa kenal lelah perubahan ke arah. yang: lebih baik itu
' .-mscaya dapat dzralh Kekua‘can tekad ini’ pula membuat KPK

_;tldak segan-segan. mengambﬂ tmdakan tegas Jlka perﬂaku_-

Lo koruptlf ity masxh merajaiela meskl telah dliakukan upaya_ :

S semua yang. dﬂakukan KPK ini sematawmata deml tercapa_mya-_
""'3'Indones1a ‘yang bebas ‘dari l{orupm yang berujung pada -
kese_}ah eraan rakyat.*® - :

Sebagai respons atas berbagai perscalan di atas, KPK
memberikan penjelasan hubungan antara peta strategi,
sasaran stratejik seperti berkurangnya korupsi, efektivitas
koordinasi dan supervisi bidang penindakan, efektivitas
koordinasi dan supervisi bidang pencegahan, keberhasilan
penegakan hukum kasus korupsi, kepercayaan publik terhadap
KPK, terbentuknya perilaku masyarakat antikorupsi, dan
percepatan reformasi layanan sektor publik.®

Semangat reformasi tersebut patut dijaga momentum
kontinuitasnya dalam bentuk memelihara optimisme bahwa
perang melawan korupsi dapat dimenangkan agar reformasi
yang telah dibangun menjadi reformasi yang terbaik-seperti
diidealkan oleh Susan Rose-Ackerman dalam buku Corruption
and Government: Causes, Consequences and Reform-karena
ditandai dengan kenyataan bahwa ketika perubahan dasar
vang dilakukan dapat menciptakan penerima manfaat baru
vang kemudian mendukung reformasi lebih lanjut, bukan
reformasi yvang terburuk ketika korupsi menjadi mengakar dan
menyebar sejalan dengan perjalanan waktu.? Bagaimana pun
juga, perang melawan korupsi adalah misi suci di negara yang
sedang mengalami “darurat korupsi” ini.

2 Ibid.
% Komisi Pemberantasan Korupsi Republik Indonesia, Rencana Stratejik Komisi

Pemberantasan Korupsi, (b) {Jakarta: Komisi Pemberantasan Korupsi Republik Indo-
nesia, 2008), hlm. 11-12.
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Famis, 12 Agustus 2010, him. 6.
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Mesklpun serangan bahk korupior (compiors f“ ght back).
'ter‘rzadap KPK-diperlihatkan baik ‘secara te rselubung maipun
_terang terangan namun ; semangat pemberantasan korupm
tzdak ‘boleh- padam Salah satu pesan pentmg yang d1k1r1mkan
Kom151 Pemberantasan Korupsi terkait 1 perang melawan kompsx
adalah “As. a patnotzc nation, ‘we have never and we must never
;-surrender in'the war against corruption” (sebaga_t bangsa pejuang, '
~ kita tidak: pernah dan tzdak boieh menye1ah dala‘n perang-
: -melawan korups:1) AT SE : B oa _ : -

* Komisi Pemberantasan Korupsi Republik Indonesia, (b), op.cit., hlm. ii.
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